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PENYELENGGARA JALAN SEBAGAI SUBYEK 
HUKUM TINDAK PIDANA

Oleh:
Dewa Arya Lanang Raharja1

Abstract
As part of the national transportation system, the Traffic and Road Transport 
should be developed to realize the potential and role, security, prosperity, order 
traffic and road transportation in order to support economic development and the 
development of science and technology, regional autonomy, and accountability 
of state. This research with the normative methods research type, which aims 
to know and understand who is degan organizers roads and also to know and 
understand how accountability organizers of the street as legal subjects.
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Abstrak
S�stem transportas� nas�onal bangsa Indones�a merupakan system transportas� 
yang lambat kemajuannya, Transportas� Lalu L�ntas dan Jalan semest�nya dapat 
d�kembangkan guna mewujudkan peran, keamanan, kemakmuran, ketert�ban lalu 
l�ntas dan angkutan jalan, hal �n� berperan d� dalam mendukung pembangunan 
ekonom� dan pengembangan �lmu  pengetahuan serta teknolog�, otonom� daerah. 
Penel�t�an penyelenggara jalan sebaga� subjek hukum p�dana menggunakan 
metode penel�t�an hukum normat�f, tujuannya untuk mengetahu� dan memaham� 
s�apa yang d�maksud degan penyelenggara jalan dan juga untuk mengetahu� dan 
memaham� baga�mana pertanggung jawaban penyelenggara jalan sebaga� subjek 
hukum.

Kata kunc�: Pidana, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1         Kejaksaan Neger� Denpasar, Bal�. Ema�l : dewd�cted@gma�l.com

I.   PENDAHULUAN
Lalu L�ntas dan Angkutan 

Jalan mempunya� peran strateg�s 
dalam mendukung pembangunan 
dan �ntegras� nas�onal sebaga� bag�an 
dar� upaya memajukan kesejahteraan 
masyarakat sepert� amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republ�k 
Indones�a Tahun 1945. 

Lalu L�ntas dan Angkutan Jalan 
(LLAJ) harus berkembang untuk 
dapat mewujudkan, kesejahteraan, 
keamanan, ketert�ban dalam lalu l�ntas 
dan angkutan jalan dalam rangka 
mendukung pembangunan ekonom� 
dan pengembangan �lmu pengetahuan 
dan teknolog�,  kemampuan 
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kemand�r�an daerah,  serta akuntab�l�tas 
penyelenggaraan negara2.

Pemb�naan d� b�dang lalu l�ntas 
dan angkutan jalan d� jalankan oleh 
banyak p�hak secara bersama-sama 
antar �nstans� terka�t (stakeholders) 
yakn�:
1. bag�an negara/pemer�ntah dalam 

prasarana jalan, oleh kementer�an 
atau lembaga yang bertanggung 
jawab d� b�dang jalan;

2. bag�an negara/pemer�ntah dalam 
hal prasarana lalu l�ntas dan 
angkutan jalan, oleh kementer�an 
yang bertanggung jawab dalam 
bag�an sarana dan prasarana lalu 
l�ntas dan angkutan jalan;

3. bag�an negara/pemer�ntah d� 
b�dang pengembangan �ndustr� 
Lalu L�ntas dan Angkutan 
Jalan, oleh kementer�an yang 
bertanggung jawab d� b�dang 
�ndustr�;

4. bag�an negara/pemer�ntah dalam 
hal perkembangan teknolog� lalu 
l�ntas dan angkutan jalan, oleh 
kementer�an yang bertanggung 
jawab pada bag�an teknolog�; 
serta

5. bag�an negara/pemer�ntah dalam 
hal reg�stras� dan �dent�f�kas� 
kendaraan bermotor dan 

2 Putu Yun� R�swanty, 2013, Batas 
Kewenangan Peny�d�k Pegawa� Neger� 
S�p�l Dan Kepol�s�an Dalam Pen�ndakan 
Pelanggaran Lalu L�ntas Dan Angkutan 
Jalan, Jurnal Mag�ster Hukum Udayana, 
No. 1, Vol. 2, Ed�s� Jul� 2013,http://ojs.
unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu/art�cle/
v�ew/4443, d�akses tanggal 1 Maret 
2017.

pengendara, aparatur penegak 
hukum, operas�onal manajemen 
dan rekayasa lalu l�ntas, dan 
juga pend�d�kan berlalu l�ntas 
oleh p�hak Kepol�s�an.
Kewenangan tersebut d�bag� 

agar set�ap p�hak yang terl�bat dalam 
penyelenggaraan lalu l�ntas dapat 
terl�hat leb�h jelas dan transparan 
dengan dem�k�an penyelenggaraan 
lalu l�ntas dan angkutan jalan 
dapat d�laksanakan dengan aman, 
selamat, lancar, tert�b, dan ef�s�en, 
serta dapat d�pertanggungjawabkan. 
Terhadap b�dang yang s�fatnya 
tekn�s operas�onal, yang tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1992 tentang Lalu L�ntas dan 
Angkutan Jalan  (LLAJ) d�atur dalam 
peraturan pemer�ntah lengkap dengan 
peraturan pelaksanaannya, dalam 
undang-undang tersebut juga mengatur 
secara tegas dan r�nc� yang bertujuan 
agar ada kepast�an hukum  seh�ngga 
t�dak lag� d�perlukan adanya banyak 
peraturan pemer�ntah serta peraturan 
pelaksanaannya.

Dengan adanya keb�jakan yang 
leb�h tajam terka�t dengan tujuan serta 
asas yang termuat d� dalam undang-
undang lalu l�ntas dan angkutan jalan, 
maka akan dapat terc�pta lalu l�ntas 
dan angkutan jalan yang tert�b, lancar, 
selamat, aman, juga ter�ntegras� 
dengan moda transportas� la�nnya, 
tujuannya t�dak la�n agar perekonom�an 
nas�onal dapat berkembang, seh�ngga 
kesejahteraan rakyat dapat terwujud, 
persatuan dan kesatuan bangsa dapat 
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terpel�hara. Keamanan merupakan 
salah satu element yang sangat 
d�perhat�kan dalam pengaturan 
undang-undang angkutan jalan dan 
lalu l�ntas. Sela�n �tu, undang-undang 
angkutan jalan dan lalu l�ntas juga 
dapat mewujudkan per�laku dalam 
berlalu l�ntas serta budaya bangsa (just 
culture) melalu� usaha pemb�naan, 
pember�an b�mb�ngan, dan pend�d�kan 
lalu-l�ntas sejak kec�l atau us�a d�n� 
dengan program yang berkelanjutan.

Mengant�s�pas� perkembangan 
global yang membutuhkan persa�ngan 
yang t�ngg�, maka d�perlukan 
berbaga� terobosan yang bers�fat 
progres�f, maka semangat dalam 
undang-undang �n� memunculkan 
adanya penyelenggaraan lalu l�ntas 
yang s�fatnya l�ntas sector�al, yang 
terkoord�nas� dengan para pemangku 
kepent�ngan dalam penyelenggaraan 
lalu l�ntas dan angkutan jalan, seh�ngga 
dalam undang-undang �n� d�amanatkan 
terbentuknya forum lalu l�ntas dan 
angkutan jalan.

Forum lalu l�ntas dan angkutan 
jalan merupakan lembaga ad hoc, 
badan �n� berperan pent�ng dalam 
meny�nerg�kan tugas pokok dan 
fungs� dar� seluruh �nstans� terka�t 
dalam hal mengatas� dan menganal�s�s 
serta member�kan solus� dalam set�ap 
permasalahan yang terjad� selama 
penyelenggaraan keg�atan lalu l�ntas 
dan angkutan jalan.

Forum lalu l�ntas dan angkutan 
jalan juga berperan pent�ng dalam 
penyelenggaraan koord�nas� antar 

�nstans� seh�ngga terjad� keterpaduan 
dalam penyelesa�an masalah lalu 
l�ntas. Selanjutnya agar dapat 
mempertahankan jalan yang layak 
atau kond�s� jalan yang ba�k guna 
mengatas� t�ngg�nya angka kecelakaan 
ak�bat jalan yang rusak, dalam undang-
undang �n� juga telah d�munculkan 
adanya dana preservas� jalan. Dana 
preservas� jalan pemanfaatannya 
d�khususkan pada konstruks� jalan, 
pemel�haraan serta rehab�l�tas� jalan 
yang d�kelola atas dasar pr�ns�p 
akuntab�l�tas, transparans�, se�mbang 
dan sesua�. Pengelolaan dana 
preservas� jalan �n� d�lakukan dalam 
un�t tersend�r� yang bertanggung jawab 
kepada Menter� yang memb�dang� 
jalan, dan pelaksanaannya d�lakukan 
sesua� dengan peraturan perundang-
undangan.

Angka kecelakaan yang terjad� 
d�jalan raya dengan adanya Forum lalu 
L�ntas dan Angkutan jalan ternyata 
t�dak serta-merta dapat menurunkan 
angka kecelakaan kendaraan bermotor, 
d�kut�p dar� S�ndo News sebanyak 
10 %  penyebab kecelakaan d� jalan, 
d�karenakan jalan berlubang atau 
rusak. Hal �tu d�ungkapkan Wad�r 
(wak�l d�rektur) lalu l�ntas Polda Metro 
Jaya AKBP Wahyono. Menurutnya, 
set�ap ada jalan rusak akan d�foto 
dan d�k�r�mkan surat kepada D�nas 
PU untuk segera memperba�k� D�a 
menegaskan, dar� data yang d�m�l�k� 
Polda Metro Jaya, kurang leb�h 10 % 
terjad�nya kecelakaan d�sebabkan oleh 
jalan yang rusak.
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Pasal 24 ayat (1) undang-undang 
nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu 
l�ntas dan angkutan jalan d�tentukan, 
penyelenggara jalan waj�b dan patut 
untuk memperba�k� jalan yang rusak 
yang dapat mengak�batkan kecelakaan 
lalu l�ntas. Penyelenggara jalan yang 
t�dak segera dan patut memperba�k� 
jalan yang rusak yang mengak�batkan 
kecelakaan lalu l�ntas seh�ngga 
men�mbulkan korban luka r�ngan 
dan/atau kerusakan kendaraan dan/
atau barang d�p�dana dengan penjara 
pal�ng lama 6 (enam) bulan atau denda 
pal�ng banyak Rp. 12.000.000,00 (dua 
belas juta rup�ah) sesua� dengan Pasal 
273 ayat (1).  Dalam hal perbuatan 
mengak�batkan luka berat, pelaku 
d�p�dana dengan p�dana penjara 
pal�ng lama 1 (satu) tahun atau denda 
pal�ng banyak Rp. 24.000.000,- (dua 
puluh empat juta rup�ah). Dalam hal 
perbuatan mengak�batkan orang la�n 
men�nggal dun�a, pelaku d�p�dana 
dengan p�dana penjara pal�ng lama 5 
(l�ma) tahun atau denda pal�ng banyak 
Rp. 120.000.000, - (seratus dua puluh 
juta rup�ah).  Ketentuan sebaga�mana 
d� atas ternyata t�dak member�kan 
penjelasan s�apa sesungguhnya yang 
d�maksud sebaga� penyelenggara 
jalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 
ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) UU No. 
22 Tahun 2009 Tentang Lalu L�ntas 
Angkutan Jalan bahwa penyelenggara 
jalan yang t�dak segera memperba�k� 
kerusakannya dapat d�kenakan sanks� 
berupa p�dana penjara dan denda. 

Seh�ngga yang menjad� pertanyaan 
d� s�n� �alah mengena� s�apa yang 
d�maksud dengan penyelenggara 
jalan dan baga�mana prosedur p�dana 
terhadap penyelenggara jalan dapat 
d�terapkan.

Berdasarkan latar belakang 
masalah d� atas, maka rumusan 
masalah yang dapat d�kemukakan 
dalam penel�t�an �n� ya�tu sebaga� 
ber�kut:
1. S�apakah yang d�maksud 

dengan penyelenggara jalan 
dalam Undang-Undang No 22 
Tahun 2009 tentang Lalu-L�ntas 
Angkutan Jalan?

2. Baga�mana pertanggung 
jawaban p�dana penyelenggara 
jalan sebaga� subjek hukum?
Penel�t�an �n� merupakan karya 

�lm�ah asl� yang belum pernah d�tel�t� 
sebelumnya. Adapun karya �lm�ah yang 
terka�t dengan karya �lm�ah Penul�s 
tentang Penyelenggara Jalan Sebaga� 
Subjek Hukum T�ndak P�dana ya�tu 
karya �lm�ah dar�  Dewa Putu Tagel 
tahun 2013 dengan judul Kesadaran 
Hukum Masyarakat Pengguna Jalan 
D� Kota Denpasar yang rumusan 
masalahnya adalah; 1. Baga�manakah 
t�ngkat kesadaran hukum masyarakat 
pengguna jalan?; 2. Faktor-faktor 
apakah yang mempengaruh� kesadaran 
hukum masyarakat pengguna jalan?; 3. 
Usaha-usaha apakah yang d�lakukan 
Kepol�s�an dalam men�ngkatkan 
kesadaran hukum masyarakat 
pengguna jalan?. Karya �lm�ah 
la�nnya yang terka�t ya�tu Putu Yun� 
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R�swanty tahun 2013 dengan judul 
Batas Kewenangan Peny�d�k Pegawa� 
Neger� S�p�l Dan Kepol�s�an Dalam 
Pen�ndakan Pelanggaran Lalu L�ntas 
Dan Angkutan Jalan yang rumusan 
masalahnya adalah; 1. Apakah 
Kewenangan Peny�d�k Pegawa� Neger� 
S�p�l b�dang Lalu L�ntas dan Angkutan 
Jalan dapat d�lakukan oleh Peny�d�k 
Kepol�s�an Republ�k Indones�a?; 
2. Pen�ndakan pelanggaran Lalu 
L�ntas dan Angkutan Jalan d� Jalan 
apakah yang dapat d�lakukan oleh 
Peny�d�k Pegawa� Neger� S�p�l b�dang 
Lalu L�ntas dan Angkutan Jalan? 
Jelas nampak perbedaan dar� karya 
�lm�ah tersebut dengan karya �lm�ah 
yang d�buat oleh Penul�s. Adapun 
keunggulan karya �lm�ah �n� dar� karya 
�lm�ah la�nnya ya�tu karya �lm�ah �n� 
membahas leb�h dalam tentang s�apa 
yang d�maksud degan penyelenggara 
jalan serta membahas baga�mana 
pertanggung jawaban penyelenggara 
jalan sebaga� subjek hukum.

Adapan tujuan dar� penel�t�an 
�n� ya�tu untuk mengetahu� dan 
memaham� s�apa yang d�maksud degan 
penyelenggara jalan dan juga untuk 
mengetahu� dan memaham� baga�mana 
pertanggung jawaban penyelenggara 
jalan sebaga� subjek hukum.

II.  METODE PENELITIAN
Penel�t�an �n� adalah penel�t�an 

hukum normat�f, penel�t�an hukum 
normat�ve mengkaj� asas hukum, 
s�stemat�ka hukum, taraf s�nkron�sas� 
vert�cal dan hor�zontal, mengkaj� 

perband�ngan-perband�ngan hukum 
serta sejarah hukum. 3 Penel�t�an 
hukum normat�ve mendasarkan pada 
bahan hukum pr�mer dan sekunder.

III.  HASIL PEMBAHASAN
3.1  Penyelenggara Jalanan 

Sebagai Subjek Hukum 
Tindak Pidana
T�ndak p�dana adalah perbuatan 

yang d�larang oleh hukum, larangan 
tersebut d�serta� dengan (sanks�) berupa 
p�dana tertentu bag� s� pelanggar aturan 
tersebut. Ada 3 (t�ga) hal yang perlu 
d�perhat�kan:
1. Perbuatan p�dana adalah 

perbuatan oleh suatu aturan 
hukum d�larang dan d�ancam 
p�dana.

2. Larangan d�tujukan kepada 
perbuatan (ya�tu suatu keadaan 
atau kejad�an yang d�t�mbulkan 
oleh kelakuan orang), sedangkan 
ancaman p�dana d�tujukan 
kepada orang yang men�mbulkan 
kejad�an �tu.

3. Antara larangan dan ancaman 
p�dana ada hubungan yang erat, 
oleh karena antara kejad�an 
dan orang yang men�mbulkan 
kejad�an �tu ada hubungan erat 
pula. “Kejad�an t�dak dapat 
d�larang j�ka yang men�mbulkan 
bukan orang, dan orang t�dak 
dapat d�ancam p�dana j�ka 
t�dak karena kejad�an yang 
d�t�mbulkan olehnya”.

3 Soerjono S. & Sr�M., 2012, Penelitian Hukum 
Normatif. Suatu tinjauan singkat, Cet. Ke-14, 
PT. Raja Graf�ndo, Jakarta, hlm.14
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Berka�tan dengan ketentuan 
dalam UU No. 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu L�ntas Angkutan Jalan 
sebaga�mana termaktub dalam Pasal 24 
ayat (1)  menyebutkan Penyelenggara 
Jalan waj�b untuk melakukan 
perba�kan jalan yang rusak yang dapat 
men�mbulkan kecelakaan lalu l�ntas.

Ist�lah penyelenggara jalan 
telah d�munculkan oleh pembuat 
undang-udang mengena� kewaj�ban 
penyelenggara jalan memperba�k� 
jalan-jalan yang rusak yang dapat 
mengak�batkan kecelakaan lalu 
l�ntas, dan sebaga� upaya paksa 
untuk member�kan kepatuhan 
kepada penyelenggara jalan guna 
melaksanakan kewaj�bannya untuk 
memperba�k� jalan yang rusak kemud�an 
d�atur ketentuan p�dana dalam Pasal 
273 ayat (1) Set�ap penyelenggara 
Jalan yang t�dak dengan segera dan 
patut memperba�k� Jalan yang rusak 
yang mengak�batkan Kecelakaan 
Lalu L�ntas sebaga�mana d�maksud 
dalam Pasal 24 ayat (1) seh�ngga 
men�mbulkan korban luka r�ngan  dan/
atau kerusakan Kendaraan dan/atau 
barang d�p�dana dengan penjara pal�ng 
lama 6 (enam) bulan atau denda pal�ng 
banyak Rp12.000.000,00 (dua belas 
juta rup�ah) 

Peraturan perundang-undangan 
p�dana selalu mengatur tentang 
t�ndak p�dana, beg�tu pula dengan 
t�ndak p�dana yang d�atur terhadap 
penyelenggara jalan. Menurut 
Moeljatno “T�ndak p�dana adalah 
perbuatan yang d�larang oleh suatu 

aturan hukum, larangan mana d�sertas� 
ancaman (sanks�) yang berupa p�dana 
tertentu bag� barang s�apa yang 
melanggar larangan tersebut”. Untuk 
mengetahu� adanya t�ndak p�dana, 
maka pada umumnya d�rumuskan 
dalam peraturan perundang-undangan 
p�dana tentang perbuatan-perbuatan 
yang d�larang dan d�serta� dengan 
sanks�. Dalam rumusan tersebut 
d�tentukan beberapa unsur atau syarat 
yang menjad� c�r� atau s�fat khas dar� 
larangan tad� seh�ngga dengan jelas 
dapat d�bedakan dar� perbuatan la�n 
yang t�dak d�larang. Perbuatan p�dana 
menunjuk kepada s�fat perbuatannya 
saja, ya�tu dapat d�larang dengan 
ancaman p�dana kalau d�langgar.

Menurut S�mons, unsur-unsur 
t�ndak p�dana (strafbaar fa�th) adalah:
1. Perbuatan manus�a (pos�t�f 

atau negat�f, berbuat atau t�dak 
berbuat atau memb�arkan).

2. D�ancam dengan p�dana (statbaar 
gesteld)

3. Melawan hukum (onrechtmat�g)
4. D�lakukan dengan kesalahan 

(met schuld �n verband stand)
5. Oleh orang yang mampu 

bertanggung jawab 
(toereken�ngsvatoaar person)
S�mons menjabarkan unsur 

objekt�f serta unsur subjekt�f dar� 
t�ndak p�dana (strafbaar fe�t) yakn�4 :
Unsur Objekt�f:
1. Perbuatan orang
2. Ak�bat yang kel�hatan dar� 

perbuatan �tu
4 Badan D�klat Kejaksaan  Republ�k Indones�a, 

Modul Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, 
hlm. 20
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3. Mungk�n ada keadaan tertentu 
yang menyerta� perbuatan �tu 
sepert� dalam Pasal281 KUHP 
s�fat “openbaar” atau “dimuka 
umum”

Unsur Subjekt�f:
1. Orang yang mampu bertanggung 

jawab
2. Adanya kesalahan (dollus 

atau culpa). Perbuatan harus 
d�lakukan dengan kesalahan. 
Kesalahan �n� dapat berhubungan 
dengan ak�bat dar� perbuatan atau 
dengan keadaan mana perbuatan 
�tu d�lakukan.

Sedangkan Moeljatno menyebutkan 
unsur-unsur perbuatan p�dana5 :

1. Perbuatan (manus�a)
2. Yang memenuh� rumusan dalam 

Undang-Undang (syarat form�l)
3. Bers�fat melawan hukum (syarat 

mater��l)
Unsur-unsur t�ndak p�dana 

menurut Moeljatno terd�r� dar�:
1) Kelakuan dan ak�bat
2) Hal �khwal atau keadaan tertentu 

yang menyerta� perbuatan, yang 
d�bag� menjad� :

 a. Unsur subjekt�f atau 
pr�bad�

  Ya�tu mengena� d�r� orang 
yang melakukan perbuatan, 
m�salnya unsur pegawa� 
neger� yang d�perlukan 
dalam del�k jabatan sepert� 
dalam perkara t�ndak p�dana 
korups�. Pasal 418 KUHP 
jo. Pasal1 ayat (1) sub c UU 

5  ibid

No 3 Tahun 1971 atau Pasal 
11 UU No. 31 Tahun 1999 
jo UU No. 20 Tahun 2001 
tentang pegawa� neger� 
yang mener�ma had�ah. 
Kalau yang mener�ma 
had�ah bukan pegawa� 
neger� maka t�dak mungk�n 
d�terapkan Pasal tersebut.

 b. Unsur objekt�f atau non 
pr�bad�

  Ya�tu mengena� keadaan d� 
luar s� pembuat, m�salnya 
Pasal 160 KUHP tentang 
penghasutan d� muka 
umum (supaya melakukan 
perbuatan p�dana atau 
melakukan kekerasan 
terhadap penguasa umum). 
Apab�la penghasutan t�dak 
d�lakukan d� muka umum 
maka t�dak mungk�n 
d�terapkan Pasal �n�.6

Berka�tan dengan unsur-unsur 
dar� t�ndak p�dana yang d�atur dalam 
ketentuan Pasal 273 ayat (1) UU 
No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
L�ntas Angkutan Jalan, maka telah 
jelas bahwa Penyelenggara Jalan 
d�tempatkan sebaga� subjek hukum 
p�dana atas kedudukannya sebaga� 
badan hukum publ�k.

6  Ibid hlm. 22 
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3.2 Pertanggung Jawaban Hukum 
Penyelenggara Jalan Sebagai 
Pelaku Tindak Pidana.
Berka�tan dengan ajaran mens 

rea, dalam Pasal 273 UU No. 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu L�ntas Angkutan 
Jalan tersebut harus d�bukt�kan terleb�h 
dahulu s�kap bat�n atau kemampuan 
j�wa dar� penyelenggara jalan, apakah 
penyelenggara jalan t�dak memperba�k� 
jalan yang rusak karena sengaja atau 
lala�. Perbedaan antara sengaja dan 
lala� yakn� pada kesengajaan s�kap 
bat�n seseorang memang melanggar, 
sedangkan dalam kealpaan s�kap bat�n 
orang �n� hanya t�dak meng�ndahkan 
larangan hukum seh�ngga t�dak berhat�-
hat� dalam melakukan suatu perbuatan 
yang men�mbulkan keadaan yang 
d�larang. Sebaga� bentuk kesalahan 
dalam hukum p�dana, keduanya hanya 
berbeda secara “gradual” atau secara 
kual�tas saja.

Sebaga�mana telah d�atur dalam 
UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
L�ntas Angkutan Jalan Perbuatan 
penyelenggara jalan yang t�dak 
segera memperba�k� jalan yang rusak 
seh�ngga menyebabkan laka lantas 
telah d�cantumkan sebaga� del�k 
p�dana dalam UU No. 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu L�ntas Angkutan Jalan. 
Dan sebaga� penyelenggara jalan yang 
bertanggung jawab atas kelayakan 
fungs� jalan sepatutnya mengetahu� 
bahwa jalan yang d�gunakan oleh 
masyarakat harus memenuh� standar 
keamanan dan keselamatan berlalu 
l�ntas. Oleh karena �tu, penyelenggaraan 
jalan yang t�dak memperba�k� jalan 

rusak dengan segera dapat d�katakan 
lala� dalam menjalankan tugasnya 
menyed�akan fas�l�tas jalan yang 
layak fungs� atau memenuh� standar 
keamanan.

Dengan dem�k�an, dalam kasus 
kecelakaan lalu l�ntas ak�bat jalan ang 
rusak penyelenggara jalan mempunya� 
kemampuan untuk bertanggung jawab, 
hal �n� karena penyelenggara jalan lala� 
dalam hal :
1. T�dak memperba�k� jalan yang 

rusak dengan segera seh�ngga 
mengak�batkan laka lantas.

2. T�dak member�kan per�ngatan 
pada jalan yang belum 
d�perba�k�.

3. T�dak melakukan perawatan dan 
perba�kan jalan seh�ngga mas�h 
banyak d�temu� kerusakan jalan, 
ba�k jalan yang retak, d�stors�, 
cacat permukaan, maupun 
berlubang.

4. T�dak memenuh� standar 
keamanan dan keselamatan lalu 
l�ntas darat.
Menurut J�mly Assh�dd�q�e 

pertanggungjawaban ada dua yakn� 
pertanggung jawaban personal atau 
pr�bad� dan pertanggung jawaban 
�nst�tus�onal atau jabatan. Leb�h 
lanjut d�katakan bahwa seorang 
pejabat d� dalam melaksanakan tugas 
dan kewenangannya sesua� dengan 
norma atau peraturan hukum yang 
berlaku, maka t�ndakannya tersebut 
d�pertanggungjawabkan secara jabatan 
(�nst�tus�onal). Tetap� sebal�knya j�ka 
seorang pejabat melaksanakan tugas 
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dan kewenangannya melanggar norma 
atau aturan hukum yang berlaku, 
maka pelaksanaan t�ndakannya 
d�pertanggungjawabkan secara pr�bad� 
atau pertanggungjawaban personal7.

Pertanggungjawaban hukum 
mengandung art� bahwa ba�k 
pemer�ntah maupun pemer�ntah 
daerah dalam menyelenggarakan 
pemer�ntahan yang merug�kan 
kepent�ngan rakyat atau p�hak la�n 
harus mempertanggungjawabkan 
dan mener�ma tuntutan hukum 
atas perbuatannya tersebut. 
Pertanggungjawaban hukum oleh 
pemer�ntah dapat d�lakukan melalu� 
3 (t�ga) sarana, ya�tu melau� hukum 
adm�n�stras�, melalu� hukum perdata, 
serta hukum p�dana. Berdasarkan 
�nstrument hukum tersebut, maka 
d�kenal adanya pertanggungjawaban 
adm�n�stras�, pertanggungjawaban 
perdata, serta pertanggungjawaban 
p�dana.

Dalam ka�tannya dengan 
pertanggungjawaban hukum, Hadjon 
mengatakan bahwa t�ndakan pejabat 
harus d�cermat�, apakah t�ndakan 
tersebut termasuk tanggung jawab 
jabatan atau tanggung jawab pr�bad�. 
Pada dasarnya set�ap pejabat 
pemer�ntah dalam melakukan 
t�ndakan pemer�ntahan d�beban� 
tanggung jawab jabatan dan tanggung 
jawab pr�bad�. Yang membedakan 
antara tanggung jawab jabatan dan 
7  J�mly Assh�dd�q�e, Islam dan Trad�s� 

Negara Konst�tus�, Makalah pada sem�nar 
Indones�a Malays�a, (U�n/IAIN Padang, 
2010), hlm. 12

tanggung jawab pr�bad� atas t�ndak 
pemer�ntahan membawa konsekuens� 
yang berhubungan dengan tanggung 
jawab p�dana, perdata, dan tanggung 
jawab adm�n�stras�. Mengena� 
pertanggungjawaban hukum 
pemer�ntah / pemer�ntah daerah 
dalam penyelenggaraan pemer�ntah, 
dapat d�lakukan set�ap saat tanpa 
harus menunggu berakh�rnya masa 
jabatannya.

Walaupun telah jelas d�sebutkan 
dalam ketentuan Pasal 273 UU No. 
22 Tahun 2009 Tentang Lalu L�ntas 
Angkutan Jalan penyelenggara jalan 
dapat d�jatuh� p�dana, namun dalam 
peraturan undang-undang yang 
sama, sama sekal� t�dak d�temukan 
satu ketentuan Pasal maupun satu 
penjelasan Pasal pun yang dapat 
member�kan pemahaman s�apa yang 
d�maksud dengan penyelenggara 
jalan.

Namun kr�ter�a untuk dapat 
menentukan kapan penyelenggara 
jalan dapat d�jatuh� p�dana telah jelas 
termaktub dalam ketentuan Pasal 273 
UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
L�ntas Angkutan Jalan yakn�:
1. penyelenggara jalan yang t�dak 

segera dan patut memperba�k� 
jalan yang rusak yang 
mengak�batkan kecelakaan lalu 
l�ntas sebaga�mana d�maksud 
dalam Pasal24 ayat (1) seh�ngga 
men�mbulkan korban luka r�ngan 
dan/atau kerusakan kendaraan 
dan/atau barang d�p�dana dengan 
penjara pal�ng lama 6 (enam) 

Vol. 6, No. 1 : 78 - 88



87

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Me� 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu

bulan atau denda pal�ng banyak 
rp 12.000.000,00 (dua belas juta 
rup�ah).

2. Dalam hal perbuatan 
sebaga�mana d�maksud pada 
ayat (1) mengak�batkan luka 
berat, pelaku d�p�dana dengan 
p�dana penjara pal�ng lama 1 
(satu) tahun atau denda pal�ng 
banyak Rp 24.000.000,00 (dua 
puluh empat juta rup�ah)

3. Dalam hal perbuatan 
sebaga�mana d�maksud pada 
ayat (1) mengak�batkan orang 
la�n men�nggal dun�a, pelaku 
d�p�dana dengan p�dana penjara 
pal�ng lama 5 (l�ma) tahun 
atau denda pal�ng banyak Rp 
120.000.000,00 (seratus dua 
puluh juta rup�ah).

4. Penyelenggara Jalan yang t�dak 
member� tanda atau rambu 
pada jalan yang rusak dan 
belum d�perba�k� sebaga�mana 
d�maksud dalam Pasal 24 ayat (2) 
d�p�dana dengan p�dana penjara 
6 (enam) bulan atau denda pal�ng 
banyak Rp 1.500.000,00 (satu 
juta l�ma ratus r�bu rup�ah).

Berdasarkan ura�an Pasal 273 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu L�ntas dan 
Angkutan Jalan tersebut, dapat d�l�hat 
bahwa t�ndak p�dana yang d�atur 
dalam Pasal tersebut merupakan 
t�ndak p�dana mater��l. Art�nya t�ndak 
p�dana yang d�larang dalam Pasal 273 
tersebut adalah t�ndak p�dana yang 
men�mbulkan ak�bat kecelakaan. 

Dengan dem�k�an t�ndak p�dana 
mater��l adalah t�ndak p�dana yang 
d�rumuskan dengan melarang suatu 
perbuatan yang dapat men�mbulkan 
ak�bat atau d�sebut ak�bat terlarang. 
Terjad�nya suatu perbuatan t�dak 
bergantung pada selesa�nya perbuatan 
tersebut akan tetap� apakah pada wujud 
perbuatan tersebut telah men�mbulkan 
ak�bat terjad�nya kecelakaan lalu l�ntas 
d� jalan.

Terwujudnya t�ndak p�dana 
mater��l oleh penyelenggaraan jalan 
dengan berdasarkan Pasal 273 UU No. 
22 Tahun 2009 Tentang Lalu L�ntas 
Angkutan Jalan secara sempurna adalah 
apab�la ada ak�bat berupa kecelakaan 
lalu l�ntas d� jalan yang t�mbul dar� 
perbuatan penyelenggara jalan yang 
t�dak segera dan patut memperba�k� 
jalan yang rusak. Untuk menentukan 
apakah kecelakaan lalu l�ntas yang 
terjad� d�sebabkan oleh perbuatan 
penyelenggara jalan, maka dapat d�l�hat 
dar� kronolog�s kejad�an tersebut, 
apab�la terdapat hubungan kausal antara 
perbuatan penyelenggara jalan yang 
t�dak segera dan patut memperba�k� 
jalan rusak dengan ak�bat yang 
d�t�mbulkan. Dengan dem�k�an dalam 
menentukan pertanggungjawaban 
p�dana penyelenggaraan jalan dengan 
memperhat�kan Pasal 273 UU No. 
22 Tahun 2009 Tentang Lalu L�ntas 
Angkutan Jalan, ajaran kausal�tas 
menjad� sangat pent�ng, karena akan 
menunjukkan perbuatan mana yang 
sebenarnya yang harus d�anggap 
sebaga� penyebab dar� kecelakaan lalu 
l�ntas d� jalan.
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Untuk dapat leb�h jauh 
menentukan baga�mana bentuk 
pertanggung jawaban p�dana 
penyelenggara jalan b�lamana terjad� 
kecelakaan lalu l�ntas yang d�ak�batkan 
dar� jalan yang rusak maka terleb�h 
dahulu harus d�perjelas s�apa yang 
d�maksud dengan penyelenggara jalan, 
apakah D�nas PU sebaga� SKPD yang 
bertanggungjawab dalam keg�atan 
proyek pekerjaan Jalan, ataukah D�nas 
Perhubungan atau �nstans� la�nnya 
yang terka�t dalam UU No. 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu L�ntas Angkutan 
Jalan, seh�ngga ketentuan p�dana 
terhadap penyelenggara jalan t�dak 
hanya menjad� sebuah Pasal pajangan 
dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu L�ntas Angkutan Jalan.

IV.  KESIMPULAN
 Berdasarkan pembahasan 

d�atas, maka dapat d�s�mpulkan 
sebaga� ber�kut:
1. T�dak ada penjelasan dalam UU 

No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
L�ntas Angkutan Jalan yang dapat 
menyebutkan s�apakah yang 
d�maksud dengan penyelenggara 
jalan yang mempunya� kewaj�ban 
untuk memperba�k� jalan yang 
rusak dapat d�h�ndar�.

2. Pertanggung jawaban p�dana 
terhadap penyelenggara jalan 
t�dak dapat d�laksanakan karena, 
penyelenggara jalan sebaga� 
badan hukum publ�k t�dak 
d�tentukan dengan tegas, s�apa 
saja yang berada d� dalamnya 

serta baga�mana susunan 
lembaganya.
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